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Abstrak

Artikel ini menjelaskan peran akuntansi
forensik dalam pemberantasan korupsi
politik. Akuntansi forensik juga dikenal
sebagai audit forensik yang merupakan
penugasan khusus untuk mengatasi
kecenderungan praktik fraud dalam ranah
akuntansi. Dalam artikel ini audit forensik
menguraikan beberapa indikator penyebab
terjadinya kecurangan (fraud) dalam korupsi
politik yaitu faktor; tekanan (pressure),
kesempatan (opportunity), rasionalisasi
(rasionalization), kompetensi (competency),
dan arogansi (arogance). Dalam konteks ini,
tahapan akuntansi forensik meliputi; audit
investigasi, audit forensik dan ligitasi yang
bertujuan mengatasi kasus korupsi politik.
Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan studi pustaka
serta mengumpulkan data-data dan
dokumen yang terkait. Artikel ini
berpendapat bahwa akuntansi forensik
sangat efektif mendeteksi dan berperan
dalam proses pemberantasan praktik korupsi
politik. Artikel ini juga berpendapat bahwa
akuntansi forensik bisa mendorong literasi
anti fraud dalam partai politik melalui
penerapan sistem whistleblowing.
Kata Kunci: Akuntansi Forensik, Korupsi
Politik, Literasi Anti-Fraud

Forensic Accounting and the Political
Corruption Phenomenon

Abstract
This article explains the role of forensic
accounting in eradicating political
corruption. Forensic accounting is also
known as forensic audit which is a special
assignment to overcome the tendency of
fraud practices in the realm of accounting. In
this article the forensic audit outlines several
indicators that cause fraud in political
corruption, namely factors; pressure,
opportunity, rationalization, competency,
and arrogance. In this context, the stages of
forensic accounting include; investigative
audits, forensic audits and litigations aimed
at addressing cases of political corruption.
This study uses a qualitative method with a
literature study approach and collects data
and related documents. This article argues
that forensic accounting is very effective in
detecting and contributing to the process of
eradicating the practice of political
corruption. This article also believes that
forensic accounting can encourage anti-fraud
literacy in political parties through the
application of a whistleblowing system.
Keywords: Forensic Accounting, Political
Corruption, Anti-Fraud Literacy
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A. PENDAHULUANApresiasi patut diberikan kepadaKomisi Pemberatasan Korupsi (KPK)yang telah banyak berhasil mencegahdan memberantas praktik korupsipolitik. Adanya berbagai bentuk operasitangkap tangan, semakin membuktikanbahwa lembaga antirusuah ini sangatmemberikan kontribusi nyata dalammemberantas praktik korupsi-suap disemua sektor pemerintahan. Dalamkonteks ini fraud (kecurangan) yangdijelaskan hanya pada tataran ranahkorupsi politik yang memang banyakmelibatkan para politisi dan kepaladaerah. Meski demikian, denganberbagai modus operandi yang telahdilakukan, semakin mengkonfirmasibahwa praktik tindak pidana korupsipolitik semakin banyak terjadi,meskipun lembaga anti-rasuah sebagaipengawas dan pencegah telah berdirisejak 1999.Bila mengutip kajian Quah (2013)bahwa lembaga anti-rasuah seperti KPKinilah yang dapat memberantas korupsiseperti di Singapura dan Hongkong.Dengan demikian, eksistensi KPK akansemakin menjadi penentu masa depanpemberantasan korupsi di Indonesia.Hal itu diperkuat oleh ulasan Girling(1997) yang menilai bahwa korupsibukan semata-mata persoalan moralindividual, melainkan problem yangtelah melekat dalam struktur ekonomi-politik, sehingga dalam banyak halpraktik korupsi semakin terbentuksecara terstruktur dan sistematis. Akantetapi dalam konteks ini, partai politik

menjadi titik sentral dalam pusarankorupsi politik. Artinya bisa menjadiaktor utama dalam korupsi politiksekaligus bisa ikut berperan pentingdalam mencegah terjadinya praktikkorupsi politik. Sebab, partai politikmenjadi salah satu saluran untukmelahirkan para politisi.Tetapi faktanya, partai politik diIndonesia hingga saat ini masih belummampu untuk menjauhkan praktikkorupsi politik kepada kadernya. Hal itubisa dilacak dari semakin meningkatnyapenangkapan kepala daerah dan parapolitisi dari partai politik yang semakinmenambah daftar panjang kader partaiyang terjerat korupsi. Identifikasitersebut menjelaskan bahwa partaipolitik masih belum bisa membimbingkadernya untuk bisa menjadi kaderberintegritas yang tentunya terbebasdari praktik korupsi politik. Selain itupartai politik juga belum mampumenjadi garda terdepan dalam upayapemberantasan korupsi. Sebab, partaipolitik belum juga dapat mendidik parakadernya agar bisa menjauh dari praktikkorupsi suap. Indikator inimembuktikan integritas para pengelolapartai politik dalam upayamengintegrasikan nilai anti-fraudterutama korupsi politik masih sangatjauh. Apalagi hal itu di perparahdengan mekanisme rekruitmen kaderpartai politik yang dilakukan masihhanya sekadar mencari kandidat politikyang bisa menyumbang keuangan lebihbanyak kepada partai politik. Bukan
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mencari kader yang bisamenyumbangkan integritasnya bagikemajuan partai politik. Tidak kalahmenyedihkan, jelang kontestasi politik2019, masih banyak partai politik yangmendukung hadirnya wakil rakyatdengan wajah baru serta rekam jejakyang bersih, tetapi justru malahsebaliknya. Partai politik masihmenempatkan kader yang merupakanmantan pelaku korupsi untuk menjadicalon anggota legislatif hanya karenacalon tersebut memiliki modal yangcukup. Inilah menyebabkan semakinbanyak partai politik tidak lagi bisamelahirkan kader bersih tetapi kaderyang asal jadi. Sehingga dampaknyapartai politik semakin terlibat dalampraktik korupsi politik yang kemudianmembuat kecewa para pendukungmaupun simpatisannya. Kegagalanpartai politik dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi inilah yangmenyebabkan banyak kader partaipolitik lupa akan kode etik sebagaikader partai. Meski, semua partai politikmemiliki kesamaan untuk anti terhadapkorupsi politik. Tetapi, fakta bicara lain,justru banyak kader partai yang menjadipejabat negara bukan untukkepentingan publik, melainkan untukmengejar pundi-pundi uang rakyat.Apalagi, tekanan (pressure) dari partaipolitik seringkali menuntut kadernyauntuk bisa membayar iuran operasionalbagi kelangsungan partai. Besarnya puntergantung dari posisi yang ditempatioleh elit partai politik tersebut.

Eksesnya, banyak kader partaiyang menjadi pejabat publik dan wakilrakyat menyalahgunakan kewenanganuntuk mencari dana tambahan agar bisamemberikan kontribusi keuangan bagipartainya. Sederat kesalahan dari proseskaderisasi partai politik ini yang harussegera dihentikan. Kalau tidak, gejala inisemakin membuat partai politik akantetap menjadi lembaga paling terkorupdi Indonesia. Sebab, tidak cukup hanyamenyodorkan selembar kertas berupa
“pakta integritas” di awal rekruitmen,tetapi partai politik juga harus beranibertanggung jawab langsung kepadarakyat untuk tidak lagi diam ketikamelihat kadernya melakukan korupsi-suap. Tentu tidak baik bila menyalahkansistem maupun kemelut pendanaanpartai yang minim. Tetapi, kesalahanmutlak tentulah harus ditujukan kepadajajaran pengurus partai politik yangtidak bisa memilah kader dengan ketat.Padahal, sederet pelatihan calon kepaladaerah maupun sekolah legislatif untuktaat pada fakta integritas partai terusdigelar. Artinya, ini bukti nyata bahwapartai politik belum berhasilmelaksanakan sistem kaderisasi calonpemimpin secara sistematik, berjenjangdan komprehensif. Sehingga daya tahanpartai politik terhadap korupsi politikmasih sangat rentan.Menurut data IndonesianCorruption Watch (ICW) kerugiannegara akibat korupsi pada 2018mencapai Rp 9,29 triliun. ICW jugamengumpulkan data putusan perkarakorupsi yang dikeluarkan oleh
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pengadilan pada tingkat pengadilannegeri, pengadilan tinggi dan MahkamahAgung. Hasil pemantauan ICW padatahun 2018 ada 1.053 perkara dengan1.162 terdakwa yang diputus padaketiga tingkatan pengadilan(Kompas.com, 2019). Artinya, bisadisimpulkan bahwa korupsi itumerupakan kejahatan luar biasa. Dengandemikian sudah saatnya kita menuntutkomitmen partai politik untukmenjadikan korupsi politik sebagaimusuh bersama.Dengan begitu daya tahan partaiterhadap godaan sindrom korupsi dansuap politik akan semakin menguat.Selain itu pula publik menantikanseberapa berani partai politik untuk bisamembimbing rakyatnya untuk lebihmengenal rekam jejak para calonwakilnya dihadapan rakyat. Sepertiberani membimbing rakyat sebagai alatfilter terakhir untuk tidak memilih kaderyang terindikasi korupsi dan terusmengedukasi semangat anti korupsipada kadernya. Dengan melibatkanpublik dalam pengawasan partisipatoris,bisa menjadi alat verifikasi bagi partaipolitik dalam menekan terjadinyakorupsi politik. Sebab, saat ini rakyatkian semakin cerdas untukmembedakan mana wakil rakyat yangberintegritas dan mana politisi yangoportunis. Dengan begitu, pelan tetapipasti partai politik bisa tetap bertahanhidup dan kembali mengagregasikepentingan rakyat tanpa harusmelakukan tindakan korupsi politik.

Dengan melihat identifikasi yangmelibatkan banyak kader, membuatdiperlukan skema baru yang bisadiambil oleh para pengurus partaipolitik untuk mencegah dan mendeteksiterjadinya korupsi politik. Salah satunyadengan menggunakan model akuntansiforensik dalam mendeteksi danpemberantasan korupsi politik. Apalagiakuntansi forensik sudah banyakterbukti mampu mendeteksi danmencegah terjadi tindakan fraud(kecurangan) terutama korupsidiberbagai sektor. Dengan kata lain,efektivitas audit forensik dalammendeteksi fraud sangat efektif(Syahputra & Urumsah, 2019; Mamahit& Urumsah; Daurrohmah & Urumsah(2018). Selain itu peran akuntansiforensik sangat berpengaruh terhadappemberantasan tindak pidana korupsi(Wiratmaja, 2010).Bahkan untuk mendeteksiterjadinya kerugian negara, KPK jugatelah membentuk unit akuntansiforensik. Tujuannya agar para penyidikmemiliki kemampuan untukmemaksimalkan upaya pemulihan asetkerugian negara akibat tindak pidanakorupsi. Tim akuntansi forensik inidibentuk untuk meneliti korupsi yangmenjerat korporasi penyelenggaranegara dan perusahaan swasta dengankasus dominan berupa gratifikasi. Unitakuntansi forensik tersebut nantinyabertugas membantu kinerja penyidikdalam melakukan audit forensik danmemaksimalkan pengembalian kerugian
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negara akibat kasus korupsi(Kompas.com, 2019).Selain itu, salah satu peranakuntansi forensik dalam mencegah danmemberantas korupsi politik adalahpenarapan sistem whistleblowing.Melalui saluran ini publik bisa ikutberpartisipasti melaporakan segalaindikasi fraud (kecurangan) yangdilakukan oleh kader partai politik.Apalagi pemerintah telah berkomitmenuntuk mencegah dan memberantaskorupsi di lembaga-lembaga pemerintahdengan mengintegrasikan sistem online
whistleblowing di 17 kementerian ataulembaga berkerjasama dengan LPSK danKPK (Gumelar, 2019). Dalam hal ini
whistleblowing merupakan sebuahsistem saluran yang dirancangsedemikian rupa agar bisa mengenallebih dekat berbagai kriteria kecuranganyang dilaporkan. Pelaporan dalam
whistleblowing harus memuat prinsipdasar yang meliputi 4W + 1H.Pengertian lain mengenai
whistleblowing merupakan sebuahpengungkapan oleh anggota organisasitentang praktik ilegal, tidak bermoralatau tidak sah dibawah kendali atasanmereka, kepada anggota atau organisasiyang dapat mempengaruhi tindakan(Miceli & Near, 1985).Artikel ini fokus padapembahasan peran akuntansi terhadapfenomena korupsi politik dikarenakanstudi akuntansi forensik masih sebataspada korupsi secara umum dan belumsecara spesifik mengelaborasi korupsipolitik. Dengan begitu, perbedaan

penelitian ini dengan penelitiansebelumnya yakni lebih kepada praktik
fraud (kecurangan) pada sektor politikyang melibatkan elit partai politik.Dengan demikian, artikel inikemudian mengajak kepada pertanyaan,bagaimana peran akuntansi forensikdalam mendeteksi dan mencegahpraktik korupsi politik. Batasan dalamartikel ini hanya seputar peran danimplikasi akuntansi forensik dalamupaya mendeteksi dan mencegahpemberantasan korupsi politik.
B. TEORI (Literature Review)Seiring meningkatnya praktikkecurangan (fraud) di berbagai sektortelah membuat teori fraud(kecurangan) mengalami perkembangan.Hal ini yang melahirkan teori fraudpentagon. Teori ini dikembangkan olehCrowe Horwart (2012). Teori inimerupakan pengembangan dari teori-teori sebelumnya. Seperti Fraud triangleoleh Cressey (1953) dan fraud diamondyang dikembangkan oleh Wolfe danHermanson. Dengan kata lain seiringperkembangan keilmuan, teori fraud
pentagon mengalami beberapapenambahan elemen-elemen yangsangat berpengaruh terhadapkecurangan (fraud).
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Tabel 1. Perubahan Teori Fraud Pentagon

Sumber : diolah penelitiDari tabel perubahan teori fraudpentagon, dapat digambarkan semuaelemen-elemen yang terdapat dalamteori fraud pentagon maka bisadijelaskan secara rinci sebagai berikut;
Pertama, Opportunity (Peluang).Peluang merupakan kesempatan yangterbuka untuk melakukan kecurangandengan dibuktikan oleh minimnyapengendalian internal. Peluang iniseringkali menjadi salah satu elemenutama bagi seseorang untukmelakukan fraud. Contoh; bila di eradigital, pencatatan keuangan partaipolitik masih banyak menggunakanpencatatan secara manual. Padahal erarevolusi industri 4.0 sudah harusmenggunakan pencatatan digital,sehingga dengan begitu, penerimaansumbangan baik dari kader, simpatisandan pengurus tentu sulit dicatatdengan baik. Eksesnya akan sangatrentan terhadap manipulasipencatatan data keuangan.
Kedua, Pressure (Tekanan).Tekanan merupakan desakan yangmenjadi niat utama seseorang untukmelakukan dan menyembunyikankecurangan. Dalam konteks ini adabeberapa bentuk tekanan yang timbul

baik dari internal maupun eksternalpelaku. Contoh; kesulitan ekonomiatau kebutuhan keuangan untukpencalonan dalam kontestasi elektoralyang merupakan bentuk tekananinternal. Sedangkan bentuk eksternalberasal dari tekanan pihak luar untukmendorong pelaku melakukankecurangan. Seperti kebutuhan yangtinggi bagi operasional partai politikmembuat banyak politisi yangmerupakan pengurus partai politikmelakukan cara lain untukmendapatkan dana operasional.
Ketiga, Rasionalization(Rasionalisasi). Rasionalisasimerupakan sebuah langkahpembenaran yang dilakukan oleh parapelaku dalam melakukan kecurangan(fraud). Biasanya para pelaku akanmemiliki argumentasi yangmenurutnya logis dan rasional ketikamelakukan kecurangan. Contoh;politisi atau pengurus partai politikyang melakukan suap dengan tujuanuntuk memperlancar atau sebagaiucapan terima kasih kepada pihak lainyang berhasil meloloskan tindakanproyek yang terindikasi korupsi.

Teori Fraud Triangle Fraud Diamond Fraud Pentagon
Elemen Opportunity Opportunity Opportunity

Pressure Pressure Pressure
Rasionalization Rasionalization Rasionalization

Capability Competence
ArroganceSumber Cressey (1953) Wolfe danHermanson (2004) Horwarth (2012)
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Keempat, Competence(Kompetensi). Kompetensi merupakansegala kemampuan dan kapabilitasyang dimiliki seseorang dalam upayamelakukan kecurangan. Biasanyakompetensi ini dimiliki secara personalyang kemudian digunakan untukkepentingan pribadi. Contoh; kuasayang dimiliki oleh kader partai politikdalam sebuah kebijakan membuatcelah korupsi semakin terbuka lebar.
Kelima, Arogance (Arogansi).Arogansi merupakan sikapsuperioritas atas hak atau keserakahandari seseorang yang menilai bahwapengendalian internal tidak perluberlaku pada dirinya sendiri. Contoh;seorang presiden ataupun ketua umumpartai politik yang tidak ingindiberlakukan fungsi pengawasanterhadap dirinya sendiri.Lebih lanjut definisi fraudmerupakan suatu pengertian secaraumum dan mencakup beragam carayang dapat digunakan untukmendapatkan keuntungan dari oranglain melalui berbagai perbuatan yangtidak benar. Meski begitu, tidak adadefinisi atau aturan yang dapatdigunakan sebagai suatu pengertiansecara umum dalam mengartikan fraudyang meliputi cara yang mengandungsifat mendadak, menipu, cerdik dantidak jujur yang digunakan untukmengelabuhi seeorang. Satu-satunyabatasan untuk mengetahui pengertiandi atas adalah yang membatasi sifatketidakjujuran manusia (Albrecht et al,2012) Definisi fraud juga dipertegasoleh Association of Certified Fraud

Examiner (ACFE) dalam Fraud

Examiners Manual yang menjelaskanbahwa fraud (kecurangan) berkenaandengan adanya keuntungan yangdiperoleh seseorang denganmenghadirkan sesuatu yang tidaksesuai dengan keadaan yangsebenarnya. Di dalamnya termasukunsur-unsur surprise atau tidakterduga, tipu daya, dan tidak jujur yangbisa merugikan orang lain. Sedangkanstudi Balogna dan Lindquist (1953)dalam Fraud Auditing and Accounting
Forensic menyatakan bahwa fraudadalah penipuan yang disengaja danumumnya diterangkan sebagaikebohongan, penjiplakan danpencurian. Fraud dapat dilakukanterhadap pelanggan, kreditor, pemasok,banker, investor, penjamin asuransidan pemerintah. Dengan berdasarkanberbagai rujukan tersebut maka fraud(kecurangan) dapat diistilahkansebagai bentuk kecurangan yangmengandung makna penyimpangandan perbuatan melanggar hukum(illegal act) yang dilakukan dengansengaja untuk tujuan tertentu. Sepertiuntuk menipu atau memberikangambaran keliru (mislead) kepadapihak-pihak lain yang dilakukan olehorang-orang baik dari dalam maupundari luar organisasi.
C. METODE PENELITIANMetode Penelitian inimengunakan pendekatan kualitatifdengan objek penelitian pada beberapakasus korupsi politik yang melibatkanelit Partai Keadilan Sejahtera, PartaiPersatuan Pembangunan, Partai Golkardan Partai Demokrat. Adapun untukmengukur validitas penelitian, peneliti
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menggunakan metode kepustakaan(library research) dalam mengelaborasiberbagai macam literatur baik berupabuku, jurnal, maupun literatur yangrelevan dengan tema tulisan. Metodekepustakaan ini dipilih agar dapatmemadukan hasil temuan bertemasama sebagai kajian terdahulu dankajian kekinian (Zed, 2008). Denganbegitu, adanya konfirmasi atas kajianterdahulu bisa menemukan unsurkebaruan (novelty) dalam penelitianselanjutnya dengan tema sejanis.
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Akuntansi Forensik dan Korupsi

PolitikPartai politik menjadi sebuahorganisasi yang sangat rawan denganpraktik korupsi. Apalagi tingginyabiaya operasional sebuah partai politikagar tetap eksis dalam kancah politiknasional, membuat partai politikmembutuhkan biaya politik yangcukup besar dalam setiap kontestasipolitik. Bahkan seorang calon anggotalegislatif saja untuk berkonstestasidalam Pemilu legislatif setingkat DPRRI saja membutuhkan biaya berkisar 1-2 miliar untuk setiap daerah pemilihan.Gejala tersebut menunjukan bahwaadanya kecenderungan pragmatismepolitik dalam merebut dukungankonstituen yaitu adanya hambatanpendanaan yang dijadikan pendukungutama kampanye politik. Selain itu,menguatnya ideologi pasar,melemahnya ideologi partai,menonjolnya politik kemasan yangbertumpu pada pencitraan danindividualisasi perjuangan politik.Artinya ditemukan motivasi berlapis

dari para legislator yaitu motif utamapada kekuasaan dan kepentinganekonomi serta beberapa motif turunan(Wibowo, 2013)Motivasi ini yang menyebabkanpara kader partai politik seolahmenjadi pemburu rente ekonomi yangkemudian berdampak padamenurunya elektabilitas partai dihadapan publik. Sebut saja, sejumlahelit partai politik semenjak erareformasi telah terlibat korupsi politik.Seperti, Ketua Umum Partai Demokrat,Presiden Partai Keadilan Sejahtera,Ketua Umum Partai Golkar. Telahmembuat kepercayaan publik terhadapbeberapa partai politik tersebutsemakin menurun. Untuk kasusbeberapa partai politik tersebut,modus utama yang dilakukan olehsemua elit partai politik adalah korupsisuap. Sejatinya untuk menekankorupsi politik telah banyak gagasanagar partai politik bisa lebih mandiriketimbang mengantungkan sumber-sumber dana diluar partai. Selama inipendanaan partai politik telah jelasdiatur dalam undang-undang, namunmasih saja belum mampumengedepankan aspek transparansiyang dapat diakses oleh publik.Semisalnya, usulan sayap bisnissebenarnya ditujukan untukmembangun jiwa kewirausahaanditubuh partai politik. Disinidiasumsikan bahwa partai politikbukan semata-mata lembaga politik,akan tetapi telah berevolusi menjadisebuah lembaga bisnis. Harapannya,dengan mengelola lembaga bisnissendiri, maka pengurus dan kader
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partai politik dapat memiliki kesibukanbaru yakni berbisnis-berpolitik.Tetapi bisa disimpulkan, banyakpihak yang tidak sependapat partaipolitik memiliki sayap bisnis. Sebabmotivasi utama orang berpartai akanbergeser ke motivasi bisnis. Partaipolitik, pada akhirnya tidak lagidipandang sebagai tempat pengabdian,tetapi telah bergeser menjadi lahanmencari pekerjaan. Artinya usulansayap bisnis banyak ditolak karenaakan membuat orang bergabung dalamsebuah partai berdasarkankepentingan bisnis dan bukan motifpersamaan ideologi semata. Kalaukultur dan logika partai sebagailembaga politik telah bergeser padakultur dan logika bisnis, maka akanmuncul dilema baru. Akhirnya kedepanmakin banyak partai politik yangdidirikan dengan logika bisnis (Alfian,2009). Pada praktiknya pendanaanpartai tidak dapat menggantungkansemata-mata pada iuran anggota yangmembuktikan bahwa tidak adasatupun partai politik di Indonesiayang dapat menjalankanoperasionalnya hanya dari iurananggota. Bahkan untuk keperluanmengikuti ajang kontestasi politikelektoral, sudah dipastikan akanbanyak partai politik yang bergantungpada perolehan sumbangan.Sumbangan pihak lain merupakansalah satu sarana bagi memenuhipundi-pundi pendanaan partai politik.Melihat kenyataan ini tentulahkemungkinan adanya fraud(kecurangan) yang dilakukan olehkader partai plitik akan semakin besar.

Sebab, partai politik butuh danaoperasional yang berasal dari kaderyang sukses dalam menapaki karirpolitik.Disinilah kemudian peranakuntansi forensik harus bisa ikutmendeteksi dini kecenderunganterjadinya fraud (kecurangan). Perludiketahui bahwa profesi akuntansiforensik di Indonesia semakinberkembang sejak adanya krisismoneter 1997. Terutama dalam sektorpublik yang memang memiliki angkakecederungan yang tinggi terhadapberbagai kecurangan (fraud) sepertikorupsi dan suap. Bila ditelisikakuntansi forensik dan audit forensikmemiliki makna yang sama. Auditforensik tentu berbeda dengan auditumum, karena audit umum harusmemberikan opini audit, sedangkanaudit forensik tidak ditujukan untukmemberikan opini audit. Denganbegitu akuntansi forensik merupakanprofesi baru dalam audit kecurangan.Akuntan forensik lahir dari tanggungjawab fraud auditor untuk melakukaninvestigasi terhadap kasus di sekitarmasalah keuangan yang mengarahpada konsekuensi hukum (Karyono,2013). Dalam praktiknya akuntansiforensik meliputi bidang yang lebihluas seperti (1) dalam penyelesaiansengketa antar individu (2) diperusahaan swasta dengan berbagaibentuk hukum, perusahaan tertutupmaupun yang memperdagangkansaham atau obligasinya di bursa, joint
ventura, special purposes companies (3)diperusahaan yang sebagian atauseluruh sahamnya dimiliki negara, baik
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di pusat maupun daerah(BUMN/BUMND) dan terakhirdidepartemen/kementerianpemerintah pusat dan daerah, MPR,DPR/DPRD dan lembaga-lembaganegara lainnya (Tuanakota, 2016).Selain itu seorang akuntan atauauditor forensik selain memilikiketerampilan akuntansi, jugamembutuhkan pengetahuan tambahanterutama dalam ilmu hukum, psikologi,teknologi informasi, komunikasi yangdigunakan untuk membantu analisisinvestigasi. Hal itu dilandasi dari fungsidasar dari akuntansi forensik yangbertugas memberikan bukti nyataterutama dimuka pengadilan terhadapberbagai tindak kejahatan. Dimanadalam konteks audit forensik terlebihdidahului oleh audit investigasiterhadap sebuah tindak kriminalhingga kemudian menjadi saksi ahli dipengadilan. Meski demikian dalamprosesnya audit forensik bersifatproaktif dan reaktif. Proaktif artinyadigunakan untuk mendeteksikemungkinan-kemungkinan resikoterjadinya fraud atau kecurangan.Sedangkan reaktif, artinya audit yangdilakukan ketika ada indikasi (bukti)awal terjadinya fraud. Sehingga auditkhusus atau penunjukan khusus iniakan menghasilan beberapa sinyalketidakberesan. Dengan catatan, auditforensik dalam hal ini melakukaninvestigasi secara mendalam.Selain itu akuntansi forensikatau audit forensik merupakanpenerapan disiplin ilmu akuntansidalam arti luas. Terutama auditingpada masalah hukum untukpenyelesaian di dalam atau di luar

pengadilan baik disektor publikmaupun privat. Sedangkan menurutBologna dan Linquist (1995) auditforensik merupakan penerapanketerampilan keuangan dan mentalitasinvestigasi terhadap isu-isu yangbelum terselesaikan yang dilakukandalam konteks rules of evidence.Identifikasi mengenai akuntansiforensik semakin menegaskan rekamjejak akuntansi forensik sebagai prosesakuntansi hukum yang lebihmengedepankan investigasi dalampenyelesaian sebuah kasus kecurangan(fraud). Sehingga dengan demikianakuntansi forensik bisa merupakanperpaduan antara akuntansi, auditing,dan kemampuan investigasi yangkemudian menghasilkan kekhususan.Dengan begitu akuntansi forensik jugabisa diterapkan dalam upayamendeteksi fraud (kecurangan)terutama praktik korupsi suap dalamranah politik.Dalam konteks korupsi politik,peran akuntansi forensik cukupbanyak digunakan untuk membongkarberbagai kasus korupsi dan suap.Seperti, dalam kasus Bank Century,Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)memulai penelusuran aliran danatalangan atau bailout Bank Centurysenilai Rp 6,7 triliun denganmembentuk tim khusus audit forensiksebanyak 60 orang untuk penelusuranaliran dana ini (Kontan, 2011).Begitupun pada beberapa kasuskorupsi politik yang telah melibatkanketua umum Partai Demokrat, PartaiGolkar, Partai Persatuan Pembangunandan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)tim audit forensik dibentuk untuk
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melakukan pelacakan terhadapindikasi fraud (kecurangan). Sebab,tanpa adanya tim audit forensik tentuakan sulit melakukan pelacakanterhadap indikasi fraud (kecurangan).Hal itu disebabkan tim audit forensikmemiliki kemampuan dan akseskhusus yang membuat pelacakanterhadap alat bukti lebih cepat. Apalagidalam konteks korupsi politik, parapelaku tindak pidana korupsi suap,akan dengan canggih berupaya untukmenghilangkan alat bukti. Disinilah timakuntansi forensik akan sangatdibutuhkan sebagai upaya melacak danmengungkap suatu kecenderunganindikasi korupsi politik. Dengandemikian, dalam konteks partai politik,tim akuntansi forensik bisa dibentuksecara independen tanpa kepentinganapapun yang berasal dari internalmaupun dari tim indenpenden dengantujuan untuk melacak berbagaikemungkinan indikasi korupsi politikyang melibatkan para kader.
2. Whistleblowing dan Akuntansi

ForensikPerlu menjadi catatan bersamabahwa korupsi sebagian besardilakukan oleh orang-orang yangmemiliki kuasa dan berusahamenyelewengkan wewenang merekademi kepentingan pribadi. Sebut sajakasus korupsi yang melibatkan DjokoSusilo sebagai aparat hukum negarauntuk memperlancar tenderpengadaan simulator SIM. Hal inimenunjukkan adanya penyalahgunaanwewenang oleh pejabat tinggi danterjadi suap terhadap penjabat tinggi.Selain itu, Djoko Susilo terbuktimelakukan pencucian uang dengan

menyamarkan, menyembunyikan, ataumengaburkan kepemilikan hartakekayaannya yang diperoleh dari kasuskorupsi ini. Dengan demikian, peranakuntan forensik sangat dibutuhkansebagai penyelidikan gunamengumpulkan barang bukti mampumembawa kasus-kasus korupsi kepengadilan. Dengan adanya bukti-buktiyang kuat maka jaksa mampumenuntut tersangka korupsi denganhukuman yang sesuai. Meski begituuntuk mengumpulkan temuan dan alatbukti yang akurat harus dibangunsaluran sistem pelaporan dari publiksehingga tim audit bisa menerimabanyak masukan yaitu saluran
whistleblowing.Dalam konteks partai politik,tentu dapat menerapkan penggunaanteori yang ada dalam akuntansiforensik dalam pengelolaan danmanajemen keuangan partai. Sepertidengan membangun saluran
whistleblowing dalam tubuh partaipolitik. Saluran ini bertujuan untukmendeteksi dan menekan terjadinyakorupsi politik yang melibatkan kaderpartai. Artinya, pemanfaatan akuntansiforensik bisa digunakan dalammencegah terjadinya fraud(kecurangan) dan mendeteksi praktikkorupsi politik dalam partai politik.Sebab, meskipun dilakukanpengendalian internal yang sistematis,akan tetapi celah atau peluang untukmelakukan fraud (kecurangan) tetapterbuka.Celah inilah yang dapat menjadiancaman nyata bagi semakinbanyaknya kader partai yang terlibatdalam korupsi politik. Dengan kuasa
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yang kuat bisa dipastikan elit partaipolitik yang memiliki karakterpemburu rente bisa memanfaatkankekuasaan yang dimiliki untukkepentingan pribadi. Hal itumengonfirmasi bahwa kecenderunganseseorang melakukan frauddikarenakan; Pressure (tekanan),
Opportunity (peluang), Rationalization(Rasionalisasi), Comptence/capability(kompetensi) dan Arrogance(arogansi). Dari beberapa faktortersebut, tentu langkah preventif selainpengendalian internal bisa diterapkanuntuk menekan terjadinya korupsipolitik. Salah satu alternatif dalampengendalian internal tersebut adalahpenerapan teori akuntansi forensikdalam pengelolaan keuangan partaipolitik. Bila kemudian terdengar adagejala korupsi politik, maka partaipolitik bisa membuat tim khusus auditforensik untuk melakukan auditinvestigasi dalam kasus tersebut.Selain itu, penerapan akuntansiforensik dalam pengelolaan keuanganpartai politik sejatinya denganmembangun saluran whistleblowing.Sebab saluran whistleblowing yangmerupakan bagian dari akuntansiforensik telah dapat memainkan peranpenting dalam lingkungan kontrolinternal organisasi dan auditor internal(Read & Rama, 2003). Dengan
whistleblowing dapat mendorongsetiap individu yang berani secaradiam-diam untuk dapat melaporkankemungkinan kecurangan, aktivitasyang tidak jujur atau kecurangan lainyang dilakukan oleh elit partai politik.Meski pada kenyataannya para
whistleblower akan mencari

perlindungan dari tindakan semena-mena atau terdampak konsekuensiburuk karena telah melaporkankecurangan.Oleh sebab itu diperlukan
hotline khusus untuk
whistleblower sebagai infrastrukturdasar yang dibutuhkan untukmendorong orang-orang beranimelaporkan segala bentuk fraud(kecurangan). Salah satu alternatifpenerapan whistleblowing adalahdengan menggunakan kotak sarananonim. Dengan kotak saran anonimini setiap whistleblower akan beranimelaporkan terjadinya kecurangan.Selain itu, sistem pelaporan
whistleblowing juga diusulkanmenggunakan saluran media sosial.Dikarenakan media sosial saat inisangat banyak digunakan olehmasyarakat untuk saluran informasikeseharian. Meski studi lanjutantentang pemanfaatan media sosialuntuk whistleblowing memang belumbanyak ditemukan.Dengan kata lain, peranakuntansi forensik dalam partai politikadalah mendorong penggunaan sistem
whistleblowing untuk mendeteksisegala kemungkinan kecurangan(fraud) yang dilakukan oleh kaderpartai. Saluran whistleblowing inidiharapkan bisa mudah diakses olehpublik sehingga publik tidak engganuntuk melaporkan segala kecuranganyang telah dilakukan oleh elit partaipolitik. Dengan saluran ini akan bisamendorong publik untuk aktifberpartisipasi memberikan pelaporanbila menemui indikasi fraud(kecurangan) yang dilakukan oleh elit
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maupun kader partai politik disekitarnya. Partisipasi aktif ini sangatmungkin tumbuh dengan baikmengingat Indonesia masih sangatkuat kultur voluntarisme atau sifatkerelawananya. Dalam beberapa kajianfenomena relawan politik diketahuibahwa peran partisipasi publik banyakmemberikan kontribusi nyata bagiupaya mengawal dan mengawasiproses jalanya demokrasi politik diIndonesia, Arianto, 2014; 2019).Artinya, melalui penerapansaluran whsitleblowing, posisiakuntansi forensik telah ikut berperanuntuk melacak indikasi fraud(kecurangan) yang melibatkan kaderpartai politik. Dengan demikian bilaskema dari akuntansi forensik yaitumembangun saluran whistleblowingtelah dibangun oleh partai politik,maka dampaknya akan dapatmembangun pemahaman kader danelit partai politik untuk bisamengedepankan literasi anti-fraud.Sekaligus bisa mendorong upayamembangun program literasi anti
fraud dalam partai politik.Meski demikian untukmemupuk literasi anti fraud parapengurus partai politik juga harusmengikuti serangkain pelatihanakuntansi forensik terutama dalamproses pencegahan korupsi politikmelalui whistleblowing. Denganberbagai langkah taktis tersebut akanterbangun kultur anti fraud yang bisamendidik kader partai dan elit partaipolitik untuk tidak melakukanberbagai bentuk fraud (kecurangan)seperti memberi suap dan terlibatdalam korupsi politik. Dengan begitu,

peran akuntansi forensik melaluisaluran whistleblowing bisa melahirkanliterasi anti fraud (kecurangan) dalampartai politik. Sekaligus melahirkanbudaya baru yang lebihmengedepankan etika dalam upayamemberangus segala bentuk korupsipolitik.
E. SIMPULAN DAN SARAN
1. SimpulanKorupsi politik merupakansalah satu bentuk fraud (kecurangan)yang harus dicegah sedini mungkin.Pencegahan tersebut bisa melaluisaluran whistleblowing sebagai bagiandari akuntansi forensik. Sebab kuncideteksi dari akuntansi forensik terletakpada berfungsinya saluran
whistleblowing dalam mencariberbagai bukti kecurangan. Dalamberbagai kasus korupsi politik yangmelibatkan Ketua Umum PartaiKeadilan Sejahtera, Partai Demokrat,Partai Golkar dan Partai PersatuanPembangunan, peran tim auditforensik memegang peranan utamadalam mencari bukti, dan investigasiatas dugaan tersebut. Hal itudisebabkan akuntansi forensikmemiliki sifat kekhususan dalammenangani sebuah kasus fraud(kecurangan). Melalui saluran
whistleblowing, semua alat buktikecurangan bisa dilacak dan dideteksisecara dini oleh para tim auditorforensik. Meski begitu, saluran
whistleblowing juga harus dibangunagar lebih partisipatif seperti denganmenggunakan kanal media sosial.Pada akhirnya, definisiakuntansi forensik merupakan suatu
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skema yang dikembangkan sebagaistrategi deteksi melalui tindakanpersuasif dan preventif denganpenerapan prosedur audit investigasiyang bersifat ligitasi untukmenghasilkan berbagai temuan danalat bukti adanya indikasi fraud(kecurangan). Sehingga berbagaitemuan dan alat bukti tersebut bisadigunakan dalam proses pengambilankeputusan di pengadilan. Dengandemikian dapat disimpulkan bahwaakuntansi forensik sebagai akuntansikhusus yang telah berkontribusi secarapositif dalam upaya mendeteksi,mencegah dan ikut memberantasberbagai praktik korupsi politik diIndonesia. Selain itu, peran akuntansiforensik dalam upaya pencegahanberbagai bentuk fraud (kecurangan)juga terbukti dapat membangunliterasi anti fraud dalam partai politik.
2. SaranPenelitian ini menggunakanmetode kualitatif dengan pendekatanstudi pustaka sehingga hanyaberdasarkan literatur dan kajian daripenelitian terdahulu. Keterbatasanpenelitian ini hanya dielaborasi denganmetode studi kepustakaan denganfokus pada korupsi politik semata yangmelibatkan beberapa partai politik.Oleh sebab itu diharapkan kedepanakan banyak penelitian serupa yangmengulas peran akuntansi forensikdalam pemberantasan korupsi politikbaik secara kuantitatif maupunkualitatif dengan mengunakan dataprimer. Dengan demikian, penelitiankedepan bisa mengelaborasi lebih luaskajian ini dengan menggunakanmetode kuantitatif maupun kualitatif

mengenai pengaruh akuntansi forensikdalam mendeteksi korupsi politik yangmelibatkan partai politik.
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